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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 489/Pdt.G/2021/PA.Botg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Bontang yang memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat  pertama dalam persidangan Majelis  telah menjatuhkan

penetapan perkara Cerai Gugat antara; 

Penggugat,  tempat  dan tanggal  lahir  Surabaya,  02  Desember  1984,

agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  pendidikan  S1,  tempat  kediaman  di

Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang,  Kota

Bontang,  Propinsi  Kalimantan  Timur,  dengan

domisili  elektronik  dianacahyati99@gmail.com,

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Lumajang,  11  Juli  1985,  agama

Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan

S1,  tempat  kediaman  Kelurahan  Loktuan,

Kecamatan  Bontang  Utara,  Kota  Bontang,

Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  25 November

2021 telah  mengajukan  gugatan  cerai  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 489/Pdt.G/2021/PA.Botg tanggal 26
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November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan pernikahan dengan  Tergugat

pada tanggal  05 Januari  2008 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Bontang Barat dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor 003/03/I/2008

tanggal 5 Januari 2008;

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

dan keduanya bertampat tinggal Bersama semulan di jl. Kapal Pinisi 7 No.

9 Loktuan dan terakhir bertempat tinggal di Jl. Kapal Layar 2 RT 22 Loktuan

selama 6 Tahun;

3. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  telah  dikaruniai  3  orang  anak  yang

masing-masing Bernama:

3.1. xxxx, lahir tanggal 02 Oktober 2008;

3.2. xxx, lahir tanggal 15 November 2012;

3.3. xxx, lahir tanggal 05 Januari 2018

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah

dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit

didamaikan  sejak  bulan  Juli  2021  samapi  dengan  25 November  2021  /

sekarang;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2021 ;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

adalah karena :

6.1. Hak istri tidak dipenuhi;

6.2. Istri selalu diabaikan dan tidak ditegur;

6.3. Selalu marah tanpa sebab;

6.4. Pisah ranjang sejak bulan April 2021;

6.5. Istri tidak boleh membantah apa yang dimau suami;

6.6. Bersikap kasar terhadap istri terus menerus

7. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  akhirnya

sejak  bulan  April  2021  hingga  sekarang  selama  lebih  kurang  7  bulan,

Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;
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8. Bahwa  sejak  berpisahnya  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  hak  dan

kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak

saat  itu  Tergugat  tidak  lagi  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  suami

terhadap Penggugat;

9. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  melalui  jalan  musyawarah  dan  berbicara

dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut  di  atas,  maka Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus  yang  berkepanjangan  dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada  harapan

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Tergugat;

11. Bahwa  mengingat  Tergugat  bekerja  sebagai  karyawan  swasta

dengan jumlah penghasilan per bulan sejumlah Rp 10.000.000,- maka jika

terjadi  perceraian  Penggugat  mohon  agar  Tergugat  dihukum  untuk

membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- dan mut’ah

berupa  uang  semampunya  yang  harus  dibayarkan  sebelum  Tergugat

mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat,  Tergugat tidak lagi

memberikan  nafkah  lahir  berupa  uang.  Oleh  karena  itu  Penggugat

memohon  agar  Tergugat  dihukum  untu  memberikan  nafkah  terhutang

(madliyah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang

nafkah  iddah,  mut’ah  dan  nafkah  madliyah,  Penggugat  memohon  agar

Majelis Hakim memerintahkab Panitera Pengadilan Agama untuk menahan

Akta  Cerai  atas  nama  Tergugat  sampai  dengan  Tergugat  memenuhi

tuntutan Penggugat;

14. Bahwa  anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat  selama  ini  tinggal

bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak

itu  sendiri  dan  rasa  kasih  saying  Penggugat  terhadap  mereka,  maka

Penggugat  memohon agar  anak-anak  tersebut  ditetapkan berada dalam
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pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa  anak-anak  Penggugar  dan  Tergugat  masih  sangat

membutuhkan  biaya  pemeliharaan,  biaya  Pendidikan  dan  Kesehatan

sampai  dengan  dewasa/mandiri  yang  ditaksir  biaya  perbulan  untuk

keseluruhan  anak  sejumlah  Rp  6.000.000,-,  oleh  karena  itu,  Penggugat

mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak

tersebut  per  bulan  yang diberikan melalui  Tergugat  sejak  amar  putusan

dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10

(sepuluh) sampai  dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar

biaya Pendidikan dan Kesehatan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama Bontang  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili  perkara  ini  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  kepada  Penggugat  sebelum

Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,-;

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp Semampunya ;

3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp - ;

4. Memerintahkan  Penitera  Pengadilan  Agama  Bontang  untuk  menahan

Akta  Cerai  atas  nama  Tergugat  sampai  dengan  Tergugat  memenuhi  isi

dictum angka 3 (tiga) di atas ;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak/anak-

anak yang bernama :

5.1. xxx, lahir tanggal 02 Oktober 2008;

5.2. xxx, lahir tanggal 15 November 2012;

5.3. xxx, lahir tanggal 05 Januari 2018

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi
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anak/anak-anak tersebut;

6. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah) anak/anak-anak sebagaimana tersebuty pada dictum angka 5

(lima) di atas seljumlah Rp 6.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui

Penggugat  terhitung  sejak  amar  putusan  dijatuhkan  sampai  anak/anak-

anak  tersebut  dewasa/mandiri  dengan  kenaikan  sebesar  10  (sepuluh)

sampai  dengan  20  (dua  puluh)  persen  setiap  tahunnya  di  luar  biaya

Pendidikan dan Kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Bahwa  Penggugat  dipanggil  secara  elektornik  dan  pada  hari  dan

tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang menghadap

sendiri di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil sesuai hukum acara biasa dan pada hari dan

tanggal  sidang yang telah ditetapkan untuk itu,  Tergugat datang menghadap

sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis  Hakim telah memerintahkan Penggugat  dan Tergugat

untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Ahmad Farih Shofi Muhtar,

S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Desember 2021,

usaha  mediasi  tersebut  telah  dicapai  Kesepakatan  Perdamaian  seluruhnya

dengan pencabutan;

Bahwa selanjutnya Penggugat  menyatakan mencabut  gugatannya di

luar hadirnya Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan apa pun selain ingin

untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  gugatan  Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  sebab  pokok  sengketa  dalam  perkara  ini

adalah  perceraian  antara  suami  istri  yang  akad  nikahnya  dilangsungkan

menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maka

perkara ini  menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa

dan mengadilinya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  identitas  Penggugat  dalam

gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah

Kota  Bontang,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  73  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,

perkara  ini  merupakan kompetensi  relatif  Pengadilan  Agama Bontang  untuk

memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang,  bahwa  pada  sidang  yang  telah  ditetapkan  untuk  itu,

Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga

dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  pada  sidang  yang  telah  ditetapkan  untuk  itu,

Penggugat  dan  Tergugat  datang  menghadap  ke  persidangan,  maka  untuk

memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan,  jo.  Pasal  65  dan  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelie Hakim berusaha mendamaikan

kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalisasikan upaya perdamaian dan

untuk memenuhi  ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  Majelis  Hakim  telah
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memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses

mediasi  melalui  Mediator  Ahmad Farih  Shofi  Muhtar,  S.H.I.,  M.H.,  sehingga

dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  sesuai  laporan  hasil  mediasi  tertanggal  03

Desember  2021  yang  menyatakan  kedua  belah  pihak  telah  mencapai

Kesepakatan Perdamaian seluruhnya dengan pencabutan perkara;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan permohonan untuk

mencabut gugatannya di muka persidangan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  untuk  mencabut

perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan

hak Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 272 Rv Majelis

Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut

dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang,  bahwa oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam bidang

perkawinan,  maka  segala  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan

kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan   pencabutan  perkara  Nomor:

489/Pdt.G/2021/PA.Botg dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Bontang pada  hari  Kamis tanggal  09  Desember  2021
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi. bertepatan dengan tanggal  01 Jumadil Awal 1443 Hijriyah. Oleh kami

Nor Hasanuddin, Lc.,  M.A. sebagai  Ketua Majelis,  dan  Riduansyah, S.H.I.

serta Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, penetapan  tersebut diucapkan  dalam sidang  terbuka  untuk  umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh  Iwan Ariyanto,  S.H., sebagai  Panitera Pengganti

serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I. Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya :
1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Proses : Rp 50.000,00,-

3. Pemanggilan : Rp 90.000,00,-
4. PNBP : Rp 20.000,00,-
5. Redaksi : Rp 10.000,00,-
6. Meterai : Rp 10.000,00,-
  Jumlah : Rp 210.000,00,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)
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